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ABSTRACT

This thesis discusses the existence of the regional representative councils authority
in monitoring and evaluating the draft regional regulations and regional regulations based on
law number 2 year 2018 concerning the people’s consultative assembly, house of
representative, regional representative councils and regional legislative assembly. The
authority to carry out monitoring and evaluation of regional regulations and regional
regulations has not been implemented by the regional representative councils because the
regional representative councils mustposition the authority so that.it does not overlap with
the authority of the.minister of home affairs and the governor as.the deputy central
government and.the supreme court. As in law number 23 of 2014 concerning regional
government, namely the draft provincial regulation is evaluated by the minister of home
affairs while the draft regency / city regional regulation,pis evaluated by the governor as the
representative of the central government. And for the ‘camcellation of regional regulations
based on decision of'the constitutional court number 137/puu-xiii/2015+the cancellation of
regency / city regulations and decision of the constitutional court number 56/puu-xiv/2016
cancellation of provincial regulations is the authority of the supreme court.

The main problem of this study is what the regional representative councils authority
actually is in law number 2 year 2018 concerning the people’s consultative assembly, house
of representative, regional representative councils and regional legislative assembly and how
the regional representative councils authority exists in monitoring and evaluating the
regional regulation and regional regulation based on law number 2 year 2018 concerning the
people’s consultative assembly, house of representative, régional representative councils and
regional legislative assembly. This thesis uses normative legal research, namely library
research using secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. The position of
the regional representative councils in Indonesian constitution is weak because it has limited
authority such as a limited legislative: function,. which\.can only submit, discuss but not
participate in the draft law. The supervisory function is that the results of supervision by the
regional representative councils cannot be directly executed.

The regional representative councils is very important when acting as a member of
the people’s consultative assembly, namely the process of the president's impeachment to the
people’s consultative assembly and the amendment to the 1945 constitution because its
authority is not limited. The authority of the regional.representative councils in monitoring
and evaluating draft regional regulations and regional regulations which are the focus points
of the regional representative councils is only this regional regulation and authority only in
the form of recommendations to the house of representative because recommendations are a
form of repressive supervision. then recommendations can also be submitted to the the
regional legislative assembly and regional heads to review the problematic regional
regulations to be revised, as well as recommendations to non-governmental organization to
conduct a judicial review of the supreme court representing the communities whose rights
have been harmed by regional regulations and allegedly contradicting higher legislation. The
regional representative councils recommendations are not binding as according to Indonesian
dictionary the meaning of recommendations is advice that advocates and in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia the results of supervision carried out by the
regional representative councils submitted to the house of representative as material for
consideration to be followed up.



’
s

L 4
=
<

-
©-

>
(N XL LT A

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



ABSTRAK

Tesis ini membahas eksistensi kewenangan DPD dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Kewenangan
dalam melakukan pemantauvan. dan evaluasi Perda dan Ranperda belum
dilaksanakan-DPD karena DPD harus mempeosisikan kewenangan itu agar tidak
tumpang tindih dengan kewenangan Menteri Dalam Negeri serta Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Mahkamah Agung. Sebagaimana dalam
Undang-undang Nomor 23 _Tehuti /2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu
Rancangan Peraturan Daerah’ Provinsi dievaluasi/eleh Menteri Dalam Negeri
sedangkan ‘Rancangan™ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi oleh
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dan untuk pembatalan Peraturan
Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
56/PUUXIV/2016 Pembatalan Perda Provinsi merupakan kewenangan Mahkamah
Agung.

Masalah Pokok penelitian ini adalah Apa sebenarnya kewenangan DPD
dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dan Bagaimana eksistensi
Kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan
Perda berdasatkan UU Nomer.2 Tahun 2018 Tentang MD3. Tesis ini
menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan
menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Posisi DPD dalam skctatanegaraan Indonesia lemah™ karena memiliki
kewenangan terbatas seperti- /fungsi|[legislasi  terbatas .yaitu hanya dapat
mengajukan, membahas tapi tidak ikut dalam persetujuan rancangan undang-
undang. Fungsi pengawasan yaitu hasil pengawasan oleh DPD tidak dapat
dieksekusi langsung. DPD menjadi sangat penting ketika berperan menjadi
anggota MPR yaitu terjadi proses lmpeachment Presiden sampai ke MPR dan
perubahan UUD 194§ karena kewenangannya tidak dibatasi. Kewenangan DPD
dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda yang menjadi
titik fokus DPD hanya Perda dan kewenangan ini hanya berupa rekomendasi
kepada DPR karena rekomendasi adalah bentuk dari pengawasan represif.
Kemudian rekomendasi bisa juga disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah
untuk meninjau kembali Perda yang bermasalah untuk direvisi, serta rekomendasi
ke LSM untuk melakukan Judicial Review Mahkamah Agung mewakili
masyarakat yang dirugikan haknya oleh peraturan daerah dan diduga perda
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rekomendasi DPD ini tidak  mengikat sebagaimana menurut KBBI arti
rekomendasi adalah saran yang menganjurkan dan dalam UUD NRI Tahun 1945
hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD disampaikan kepada DPR sebagai
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
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dalam menuju cita-cita yang diharapkan entitas Negara itu sendiri. >
Sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga memiliki konstitusi yang
dikenal dengan nama UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi Republik Indonesia

dimaksud yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945 yaitu sehari setelah

! R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Cet 19, Pt Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012. Hlm 28

“https://www.academia.edu/32134230/lembagalembaga_negara_pasca_amandemen UU
D _1945. Diakses Pada tanggal 26 Desember 2018
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dinyatakannya proklamasi kemerdekaan.’ Dasar-dasar Pemerintah Negara
Indonesia terletak dalam UUD 1945. Indonesia Sebagai Negara hukum memiliki

konstitusi yang dikenal dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tingkatan Lembaga Negara dari posisi Lembaga tertinggi menjadi Lembaga tinggi

Negara.6

® Sri Soemantri, Prosedur dan Perubahan Konstitusi, Edisi Ke 2, PT Alumni, Bandung,
2006. Him 1

* C.ST. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2002. Him 23

3 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Cet 2, PT Rineka Cipta, Jakarta:,2005.
Hlm 63

®Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Rajawali Pers, Jakarta,
2009. Him 281
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Lembaga-lembaga Negara memiliki fungsi strategis dalam wupaya
mewujudkan tujuan Negara.” Lembaga Negara Indonesia adalah Lembaga-

lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-

tentu saja terga da j ': enge C aturan perundang-

undangan yang

rencana atau tujuan Negara.’
Lembaga Negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-undang Dasar
merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena

" Dedi Ismatullah Dkk, Hukum Tata Negara, Pustaka Setia, Bandung,2000. Him132

*http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_negara_indonesia.Diakses Tanggal 20 Desember

2018

® Yusri Munaf, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2014.
Hlm 7
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keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan
hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga di

maksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah tentu lebih

Q@‘

Sedangkan dalam f

empat organ atau lembaga yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedelapan Jabatan tersebut terdiri atas tujuh Lembaga tinggi Negara,

karena pada pokoknya, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan Institusi

' Jimly Asshidiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Him 96
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Kepresidenan. Dapat juga dipahami bahwa Presiden adalah Lembaga utama,
sedangkan Wakil Presiden adalah Lembaga pendukung terhadap Presiden.

Apabila Presiden berhalangan secara tetap, Presiden digantikan oleh Wakil

DPD dala
dalam bida

&"
v
:.“3

an DPR, tetapi
’ p
mpuny;
l

penting men D tetap disebut

?l‘i‘“"'

SN
-«
a
S
s
7
o
S
=N
=
=
=

sebagai lembag

&
=]
—
a
S,
=
g-
~
oo
=]
2]
S
=

dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan Perwakilan Daerah di
Parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD
1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang
menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-

utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang

g lahir pada

8 orang yang
yak tantangan

dihadapi D adai sebagai

L

kamar ked n itu dikarena
tidak banya

Keti g dihadapi oleh
dari memadai

emen bikameral,

L LY

sampai denga baga h dari memadai.

Timbulnya tantangan-t 3 ] 1a_tidak banyak dukungan

diambil dari ketentuan Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) hanyalah terbatas dalam

masalah-masalah tertentu seperti dibawah ini.'*

" https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan Daerah Republik_Indonesia. Diakses
Tanggal 20 Desember 2018

2 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamendemen Konstitusi, Cet 2,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 69
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1.

Dapat Mengajukan Rancangan Undang-undang
Dapat mengajukan rancangan undang-undang (tanpa boleh ikut

menetapkan atau memutuskan) dalam bidang-bidang tertentu yaitu:

boleh ikut

dalam pemilihan anggota BPK

. Dapat Melakukan Pengawasan

DPD juga dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan bidang-
bidang: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan dan

Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Pengolahan Sumber Daya Alam
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dan Sumber Daya Ekonomi lainnya, Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama.

DPD memiliki kewenangan baru yang diatur dalam Pasal 249 Ayat (1)

* ﬂ Daerah dan
sebaliknya. eraturan daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut
dari perature g-undan; 3 e ] tidak boleh

lebih tinggi,

dalam negara kesatuan tidak ada mengenal bagian yang lepas ataupun sejajar

dengan negara dalam negara kesatuan tidak mengenal adanya negara dalam
negara. Pengawasan preventif dilakukan sesudah Peraturan Daerah dan keputusan

Kepala Daerah, tetapi sebelum keputusan itu berlaku. Bagi perda khususnya,

" J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan
Lokal Dan Tantangan, Cet 2, PT Rineka Cipta, Jakarta 2007. Him 131

' Husnu Abadi, Dari Plagiat Sampai Ke Contempt Of Court, UIR Press, Pekanbaru,
2005. Hlm 2
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pengawasan preventif terhadap perda dilakukan sesudah perda itu ditetapkan oleh

kepala daerah dan mendapat persetujuan DPRD tetapi sebelum Perda itu

diundangkan. Pengawasan Refresif adalah pengawasan yang dilaksanakan dalam

menimbulkan tumpang tindih wewenang antara kamar kedua parlemen dan MA.
Ketiga, Kewenangan DPD dalam pengawasan preventif dapat menimbulkan
tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah pusat. Berdasarkan UU
Pemerintahan Daerah, suatu rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah harus mendapatkan nomor

register dari Menteri Dalam Negeri (untuk perda provinsi) atau gubernur sebagai



wakil pemerintah pusat (untuk perda kabupaten/kota) sebelum diundangkan dalam
lembaran daerah."

Sebagaimana pengawasan preventif terkait evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah telah diatur oleh Undang-Undang.Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 245 yang berbunyi:

1. Rancangan Perda Provinsi yang' mengatur tentang RPJPD, RPJMD,
APBD, perubaban” APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus
mendapatkan evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.

2. Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan
Perda Provinsi tentang tata ruang daerah = berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata
ruang.

3. Rancangan Perda. kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang
daerah = harus / mendapat evaluasiy gubernur® sebagai wakil
Pemerintah Pusat ‘sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. dalam melakukan
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah
dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri  berkoordinasi dengan menteri. _yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuwangan, dan untuk evaluasi
rancangan Perda = Kabupaten/Kota  tentang tata ruang daerah
berkonsultasi dengan . Menteri dan  selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tata ruang.

5. Hasil evaluasi Rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

terkait setiap rancangan Perda baik yang di evaluasi dan tidak di evaluasi

Phttps://www.kompasiana.com/fathrahman/5af26029ab12ae5a556894¢2/dpdmengawasi-
perda

10
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dilakukan Pemberian nomor register sebelum ditetapkan oleh kepala daerah dan

sebelum diundangkan dalam lembaran negara yaitu didalam Pasal 100 ayat (1)

dan ayat (2) yang berbunyi:

2)

3)

tinggi, kepentln ; dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh
Menteri.

Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Peme rintah Pusat.
Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota  dan/atau  peraturan
bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan
bupati/wali kota.

11



4)

5)

6)

7)

8)

Pembatalan  Perda  Provinsi dan  peraturan  gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

Paling lama 7. (tujuh) Hari+ setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus
menghentikan  pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

Paling lama 7, c(tujub) | Hani, sctelah keputusan pembatalan
sebagaimana“ dimaksud pada ayat.(4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah
mencabut Perkada dimaksud.

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak
dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan
gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan
peraturan gubernur = sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan  keberatan
kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak
keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
tidak  dapat menerima  keputusan pembatalan  Perda
Kabupaten/Kota dan bupati/waliy kota tidak™ dapat menerima
keputusan pembatalan’, peraturan bupati/wali- kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota
dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14
(empat = belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Pada tahun 2016 sebanyak 3.143 perda yang dibatalkan oleh Mendagri
dengan rincian 1765 Perda/Perkada kabupaent/kota yang dicabut atau direvisi,
111 Peraturan/putusan Mendagri yang dicabut/revisi dan 1267 Perda/Perkada
Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi Gubernur. Namun Mahkamah Konstitusi
menilai bahwa Perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh Eksekutif dan
Legislatif di daerah, yakni Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD).

12
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Dalam Pasal 7 wundang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perda merupakan peraturan yang

termasuk didalam hierarki Perundang-undangan yang kedudukannya dibawah

undang-undang.

dib
‘«ﬂ-&

Perda seharusnya

S THHESR TN

Agung ( ahka ) 1 sebagian uji materi
Pasal 251 2
tentang
Muhammad H 1kk ya -: el -H :: I ga menghapus
wewenang Ke ian Dz of ke _ Daerah (Perda)
Provinsi yang an S abupaten/Kota yaitu

Putusan MK Neo ' | 11/2 : er an pengujian Pasal

Sehingga pembatalan Perda sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah
Agung (MA). “Menyatakan frasa ‘Perda Provinsi dan’ dalam Pasal 251 ayat (1)
dan ayat (4), dan frasa ‘Perda Provinsi dan’ dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal

251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

"Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum
Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV
/2016 Dan Nomor 137/PUU-XIII/2015

13
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Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat,” putusan bernomor 56/PUU-XIV/2016. Dengan begitu, sesuai

dua putusan MK ini, pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Perda Provinsi hanya

DPRD?

2. Bagaimana Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam
Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Dan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2018 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD?

14
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang akan dikaji diatas, maka dalam hal

Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan
Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
MPR, DPR, DPD Dan DPRD.

2. Sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Dalam

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

15
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3. Bagi peneliti yang membahas topik yang sama maka, hasil penelitian
ini bisa sebagai referensi menambah pengetahuan.

D. Kerangka Teori

lembaga Negz . 1 egara. Menurut
sejarah pembagianny ckua : d: ‘-f zasan tentang
pemisahan keku cgara ke > cterpusat ditangan

seorang (Raja ak jagas 1 anta 0 Locke."”

Locke meng 1 kepada organ-
organ Neg >merintah tidak
sewenang-wenang ekuasaan dalam
Negara kedala ": islatif, kekuasaan
eksekutif dan k "?0 ah-pisah satu sama
lain."®

1. ah wewenang 1k membuat undang-undang;

2. Kekuasaan Eksekutif, ialah wewenang untuk mempertahankan dan

melaksanakan undang-undang serta mengadili perkara.

7 Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cet 2, Rineka Cipta,
Jakarta, 2001.HIm 73

'8 Susilo Suharto, Kekuasaan Presiden RI Dalam Berlakunya UUD 1945, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2006. Him 41

16
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3. Kekuasaan Federatif, ialah wewenang yang tidak termasuk dalam

wewenang Legislatif dan Eksekutif. Misalnya hubungan dengan luar

negeri, inggris waktu itu mempunyai banyak tanah jajahan.

NaNy
2
:

Aanag

tentang pemikiran Neg Q%
Dalam bukunya 1 ‘ : ya ada empiris-realisitis berdasarkan
pengalaman-pengalaman yang telah diperolehnya dari perjalanan tadi dan dari
membaca buku-buku. Setelah dia mendapatkan banyak pengalaman di beberapa
Negara ia tidak ingin memberikan pengajarannya yang bersifat revolusioner,

melainkan ingin mengadakan perubahan terhadap ketatanegaraan yang telah ada,

terutama di Perancis yang mana Perancis pada waktu itu melaksanakan sistem

' Soehino, IImu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hlm 116

17
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pemerintahan Absolutisme, dimana kekuasaan negara semua dipusatkan kepada
satu tangan yaitu pada Raja. Sebab ia melihat keadaan lain seperti di Inggris

disana menurut pendapatnya kekuasaan dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi

kekuasaan ke n3 nas 3 pang oleh badan

Negara, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara tidak berada
dalam kekuasaan satu tangan. Ada beberapa alasan mengapa pemisahan

kekuasaan harus dilakukan:?'

2 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan
UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Him 11

*! Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Total Media,
Yogyakarta, 2008. Hlm 55

18
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a. Kekuasaan Eksekutif cenderung korup atau tidak adil, karena

kekuasaan pemerintah berada ditangan satu orang atau satu lembaga

saja, sehingga tidak ada kekuasaan lain yang cukup untuk

menganut pemisahan kekuasaan sebagaimana yang di bayangkan oleh sungguh-
Montesquieu. **

Dikalangan para sarjana dilapangan ilmu politik dan hukum Banyak sekali
pro dan kontra yang timbul mengenai pandangan Montesquieu. Para ahli hukum

di indonesia dengan menarik kesimpulan bahwa teori pemisahan kekuasaan

? Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2015. Hlm 286
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Montesquieu itu seakan-akan tidak dipakai mereka berpendapat demikian di
karenakan banyaknya kritikan terhadap teori tersebut. Menurut mereka

pemisahan kekuasaan itu adalah konsep yang bersifat umum sama seperti

sidang-sid ad ; aha Persi < g Indonesia pada

tahun 1945, Soe 1 egas . 5 tidak menganut

hal ini antara lain adalah:
1. Adanya pergeseran kekuasaan Legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
bandingkan saja antara ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum
amandemen dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945

setelah perubahan dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan.

3 Ibid, Him 187
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kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada
di tangan Presiden, sekarang beralih ke DPR.

2. Diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang

nstitusi. Sebelumnya

\ A .
.!\ » rema pad
‘@ m dianggap

5. Hubungan antar lembaga Negara itu bersifat saling mengendalikan
satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balance.
Dari kelima ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak
lagi menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga

tidak menganut paham Trias Politica Montesquieu yang memisahkan cabang-

21
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cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif secara mutlak dan tanpa

diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan

lain sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan ke empat adalah

Wewenang Pemerintahan bersifat Fakultatif ini tidak diwajibkan bagi
badan/pejabat tata usaha negara dikarenakan masih ada alternatif yang lain.
Adapun pengertiannya adalah Peraturan dasar yang ditentukan oleh wewenang

kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang itu dapat dipergunakan. Setelah

* Prajudi Atmosudijo, Hukum Administrasi Negara, Cet 10, Ghalia Indonesia,
Jakarta,1994. HIm 78
SF  Marbun, Peradilan  Administrasi  Dan  Upaya  Administratif — Di

Indonesia,Liberty, Y ogyakarta, 2003. HIm 123
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keadaan atau hal-hal lain yang ditentukan dan dipenuhi dalam peraturan dasarnya
pilihan itu hanya dapat dilakukan. Untuk dapat mengetahui apakah bersifat

Fakultatif atau tidak wewenang itu tergantung kepada peraturan dasarnya.

swenangnya yang

ditolak. Untuk

kepada
bawahannya. Rumu e 1 meletakkan pemberian
wewenang cuti kepada pe a. Pemberian cuti itu diberikan

atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang pejabat tata usaha negara tersebut,
termasuk meletakkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi bawahannya untuk
memperoleh cuti.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan melalui pasal 2 dengan tegas mengatakan bahwa pancasila

merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Kemudian dalam pasal 3

23
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dengan tegas pula dinyatakan bahwa hukum dasar dalam Perundang-Undangan

adalah UUD 1945.%° Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 yaitu:

1.
2.
3.
4.

uuD

batas yang diberikan Contohnya: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal
22 ayat (1) memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk peraturan
pemerintah pengganti undang-undang jika terjadi “hal ihwal kegentingan yang

memaksa”.

% Otong Rosadi, Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum, Thafa Media, Jakarta,
2012. Hlm116

*’ Mari Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan,
Cet 5, Kansisus, Yogyakarta, 2007. Hlm 55

24



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang

dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan

Asas-asas Pe erundang-undangan yang bai rut Undang-Undang

ndang-Undangan

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

* Ibid, Hlm 56

¥ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik
Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cet 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
2013. Hlm 37

% Nukila Evanti, Paham Peraturan Daerah (Perda ) Perspektif HAM (Hak Asasi
Manusia), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014. Hlm 34
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c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam
pembentukan  peraturan  perundang-undangan harus  benar-benar

memperhatikan materi muatan sesuai dengan jenis peraturan perundang-

dang-undangan
an perundang-
ologi, serta bahasa

menimbulkan

Dalam Pespektif Hukum Tata Negara, terdapat sejumlah pakar yang
menyampaikan pendapat atau pandangannya tentang perwakilan. Logeman
menyampaikan bahwa Badan Perwakilan Rakyat dan para pemilih merupakan
jabatan. Badan perwakilan merupakan jabatan yang bersifat ganda atau jamak.

Arbi Sanit mengatakan bahwa badan perwakilan itu merupakan hubungan antara

dua pihak yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan

26
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untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang
dibuatnya dengan terwakili. Ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil

dengan terwakili yang terkenal yaitu teori mandat dan teori kebebasan. *'

tergantung

adalah ora

keterwakilan dan dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan pengertian
keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi

atau ide. Dalam pengertian yang formal, keterwakilan itu sudah dianggap ada

' Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaran Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Sistem
Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR, Fokus Media, Bandung, 2013. Hlm 54
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apabila secara fisik dan resmi, wakil rakyat yang terpilih sudah duduk di lembaga

perwakilan rakyat. **

Akan tetapi secara substansial keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat

sehingga
fungsi perwalk ubs o : s deliberatif.

Parlemen rbagai aspirasi

<

dalam rang public policy

executing’.

dapat dilengkapi secara substantif. Dengan demikian perwakilan formal dapat

dianggap penting, tetapi tidak mencukupi untuk menjamin keterwakilan rakyat
secara sejati dalam sistem demokrasi perwakilan yang dikembangkan dalam

praktik.

2] imly Asshidiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, OP.Cit. Him 304
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Dalam rangka pelembagaan fungsi Representasi itu, dikenal pula adanya
tiga sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai Negara Demokrasi. Ketiga

fungsi itu adalah:>

Regional

sistem
perwakilan = te ohas ementara sistem
perwakilan fungsionz an wa 2 longz onal. Misalnya
anggota DP dari perwakilan
politik, seme ANg ere ap Da Provinsi dalah
contoh dari vakila : : gan dalam sistem
keanggotaan D 1945) adalah

perwakilan itu disetiap Negara. Pilihan sistem itu selalu tercermin dalam struktur
kelembagaan parlemen yang dianut suatu Negara. Pada umumnya, di setiap
Negara dianut salah satu atau paling banyak dua dari tiga sistem tersebut secara
bersamaan. Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari

ketiganya pelembagaan tercermin dalam struktur parlemen satu kamar. Artinya

33 Ibid, Hlm 305
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struktur lembaga perwakilan rakyat yang dipraktikkan oleh Negara itu mestilah

parlemen satu kamar (unicameral parliament). Jika yang dianut mencakup dua

fungsi kedua fungsi itu selalu dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar.

melalui pe epresentatives

dengan ka em perwakilan

fungsional n di lembaga

parlemen b

orang-orang partai politik. Para senator itu merupakan wakil dari Negara bagian

atau Regional Representatives.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bentuk lembaga perwakilan
mengarah/mengidinkasi kepada bentuk sistem Tricameralisme. ** Justru yang

menarik adalah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

3% Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Op.Cit. Him 66
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berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen menggabungkan ketiga sistem
perwakilan tersebut diatas sekaligus. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum

perubahan menentukan : “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah

¥

<>
Jalan PR sebagai

&
5
g
=
)
5
S
5

berasal dari gol gsiona : 2 eempat UUD 1945
Pasal 2 aya anggota DPD
yang dipili ngan undang-

undang”. Dg ilangkan sama

AvALNANE

SEUE N\
<> :

segolongan orang tertent atu b g pemerintahan tertentu
secara bulat.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD

31



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

3. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengidentifikasi realisasi

pengawasan.

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh

DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif

data sekunder.®

=\ )
.

—
)
=5
2]
5
[on
a
=
c
S
=i
)

Undang-Undang Da ‘ egara Republ donesia Tahun 1945, Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (MD3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 7

35 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm 66
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Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Pasal 251 Ayat (5),(7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

asal 12 dan

Pemilihan

b
=
5
2
=

\u\%‘

ang Pemerintahan

san Mahkamah

SR )

)
< )i

[¢]

=]

=

=

c

=]

g

7

&
=
g
5
0
a
S
=
S
5

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah.

. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk

skripsi, tesis dan disertasi. Disamping itu juga jurnal hukum atau majalah

ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan.*

3 Suratman, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014. Him77
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c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang mempunyai fungsi
untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa,

dengan cara induktif penyi an dari ha be chusus kepada hal-

hal yang be

37 Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau
Program Pascasarjana, Him10
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BAB II

PENGAWASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DAN PERATURAN DAERAH

sebagai Ke ] cpal nt erwakilan Rakyat
atau Parle egang man +_ sebagai ; tif yang mewakili
rakyat yang bere emenlah yang merupe y kekuasaan untuk
membentuk

belum dikenal tet SV 1 rah ’ g dikenal hanya
: farg

Daerah di Parlemen diakomoda stitusi pertama Indonesia, UUD 1945,
dengan konsep “Utusan Daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), yang bersanding dengan “Utusan Golongan” dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang

menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-

* Jimly Asshidigie, Hukum Tata Negara Darurat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007. Hlm 259

¥ Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Cet 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
Hlm 90.
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utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang

ditetapkan dengan undang-undang.”

Perbanding

RIS
(1949)

UUDS
(1950)

kelembagaan DPD sebelum

Tabel 1.1

mandemen UUD 1945

_Qé.

daerah
bagian
salah satu
syarat telah
berusia 30
tahun ke atas

e S A LT

- Lembaga
legislatif
hanya DPR

- senat
dihapuskan
karena tidak
ada daerah-
daerah dalam
negara
Kesatuan

Pasca
Dekrit
Presiden

Republik

94 orang
(PP No
150/1959)

- Dibentuk
MPRS
(sebelum
MPR) terdiri
dari anggota
DPR utusan
Daerah
golongan

Orde
Baru
(1960-
1999)

Republik

Utusan
Daerah

131 orang
(27
Provinsi)

- UD di MPR
terdiri  dari
Gubernur dan
anggota lain
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yang dipilih

oleh DPRD
- sebagian
besar berasal
dari  golkar
karena
mayoritas
DPRD  telah

asai

‘; pVinsi

ditetapkan 4-

> pemilihan
’ PRD

provinsi
mengirim 5
anggota

tertinggi sehingga sistem perwak men Indonesia Unicameral kemudian
terjadi reformasi di lembaga legislatif dilakukan perubahan terhadap anggota
MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang mana anggota-anggota merupakan

hasil dari pemilihan umum. Perubahan itu dilakukan untuk menuju sistem

. . 4
perwakilan dua kamar atau bicameral.*’

“Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2010. HIm 96
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Ketika pertama terpilih melalui pemilu anggota DPD berjumlah 128 orang

kemudian diambil sumpah yaitu pada tanggal 1 Oktober 2004 sehingga dikenal

sebagai hari lahir DPD. Ketika awal DPD dibentuk banyak tantangan yang

terkait utusan daerah perlu terjadi perubahan terkait dari namanya kemudian
pemilihan anggota. Untuk mengganti nama utusan daerah aberson sudah
menyebut nama DPD kemudian anggotanya tidak dipilih oleh wakil partai politik

yaitu DPRD akan tetapi dipilih oleh rakyat yang diwakilinya. Kemudian pendapat

I https://id. wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan Daerah Republik Indonesia#Fungsi.
Diakses tanggal 20 Januari 2019

* Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008. Hlm 210
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dari Andi Matalatta perlu adanya pengaturan ulang terkait jumlah anggota DPR

dan anggota utusan daerah karena DPR adalah perwakilan dari partai politik

sedangkan utusan daerah merupakan perwakilan lokal dan juga dipertanyakan

DPR yaitu
pendapatnya ya 1 de ": i ':' : san daerah itu
dipilih di daes erat rakyat dalam pemilu kh Kemudian pendapat

dari fraksi

“Jika di MPR terdiri dari dua kamar yaitu anggota dari DPR dan anggota
utusan daerah kemungkinan praktiknya di parlemen akan sehat sehingga utusan
daerah dapat mewakili aspirasi daerahnya”

Pada saat pembahasan itu belum terbayangkan oleh fraksi utusan daerah
bagaimana sistem di parlemen Indonesia kedepannya, akan tetapi fraksi utusan

golongan valina sempat menyinggung: Amerika sistem parlemennya dua kamar

* Ibid, Hlm 209-210
* Ibid, Hlm 210
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(bicameral) apakah sistem dua kamar mereka akan ditiru untuk Indonesia? Pada
saat itu pendapat dari fraksi utusan golongan tidak dihiraukan oleh anggota-

anggota PAH III dalam sidang PAH III. Asnawai Latief dari fraksi Partai Daulatul

dengan mengatakan

.1;’ t itu adalah
beratkan otonomi
annya dengan
baga itu”.

Negara-negara
daerah, s
istilah bika

bahwa anggota g ada didala e pemilu. Adapun
anggotanya it r - itn DPR ¢ _ Daerah (DUD).

kemudian dia memberikan alasan-dari usulnya-it r adanya DUD untuk

Usulan dari fraksi golkar an utusan daerah berbentuk lembaga
ternyata mendapat kritikan dari fraksi PDIP. Menurut Jacob Tobing, DPD bukan
menyaingi kewenangan DPR. Walau ditentang oleh fraksi PDIP, pendapat Andi
Matalatta itu didukung oleh Hamdan Zoelva dari fraksi Partai Bulan Bintang

menyatakan nama utusan daerah untuk mewakili daerah tidak tepat karena utusan

* Ibid, Him 211
 Ibid Hlm 211
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itu artinya diutus seharusnya yang mewakili daerah itu dipilih dalam pemilu.
Adapun nama yang tepat untuk perwakilan daerah yaitu Dewan Daerah dan

majelis ini seperti DPR. Usulan dari fraksi golkar tentang utusan daerah

representa

itu merupal

euforia reformasi pada waktu itu bahwa semua proses pemilihan anggota jabatan
publik harus melalui proses pemilihan. Tidak ada lagi pengangkatan, tidak lain
untuk menghindari proses rekrutmen politik yang bersifat tertutup dan nepotis

serta dipenuhi kepentingan politik.

7 Ibid, Him 212
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2. Perdebatan Masa Sidang PAH I November 1999-Juli 2001
Masalah utusan daerah baru dibicarakan kembali didalam rapat. Rapat

PAH I yang dibentuk setalah SU MPR 1999. Pada saat sidang banyak yang

dan dikhawatirkan terjadi federalisme karena kedudukan Daerah-daerah
diperkuat.
Maka fraksi-fraksi menyampaikan tekadnya untuk tetap mempertahankan

NKRI bahkan beberapa fraksi menyatakan ketidaksetujuannya atas sistem

federalisme. Seperti Anthonius Rahail dari Fraksi KKI. “Akar dari persoalan

*8 Ibid, Hlm 212
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munculnya wacana negara federal sesungguhnya bukanlah karena bentuk Negara
Kesatuan tetapi lebih karena daerah sebagai inti dan unsur pokok dan pemegang

saham terbesar dalam negara bangsa ini ternyata tidak di uwongke dalam sistem

olitik diberbagai
bahas mengenai

bentuk hub 3 : an asa Soekarno dan

itu  membahas usulan materi perubahan UUD 1945 mengenai masalah
pemerintahan daerah sehingga persoalan ketidakadilan hubungan Pusat-Daerah
menjadi perhatian para anggota PAH 1. Valina Singka Subekti dari Fraksi utusan

golongan mengatakan sebagai berikut.”

* Ibid, Hlm 213
0 Ibid, Hlm 213
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“Gugatan daerah-daerah terhadap dominasi ekonomi, politik dan sosial
budaya oleh pusat, serta tuntutan untuk mengubah bentuk negara atau bahkan
memisahkan diri dari negara kesatuan RI hendaknya menjadi salah satu pokok
pembahasan PAH 1. Sampai saat ini tampaknya otonomi luas masih menjadi
solusi terbaik, dan apabla pelaksanaannya diakselerasikan di daerah-daerah
terutama ditingkat k bukan tidak skin ketidakadilan yang

&
AL

e

berpendapat

ELEL

utusan partai
politik atau gsung saat ini.
Menurut As enjadi utusan

ing oleh daerah

el E LY

kelompok reformis moderat. Pendapat fraksi-fraksi berbeda-beda terkait dengan
utusan daerah berbentuk lembaga seperti fraksi PDIP dan fraksi TNI/Polri
mengatakan mereka tidak setuju jika berbentuk lembaga. Berbeda dengan

pendapat fraksi Fraksi partai golkar, Fraksi PBB, fraksi reformasi, Fraksi PPP,

fraksi PKB mereka setuju jika berbentuk lembaga menurut pandangan mereka

U Ibid, Hlm 214
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utusan daerah berbentuk lembaga negara NKRI akan semakin kuat karena ada
perwakilan dari daerah yang berkedudukan ditingkat pusat untuk

memperjuangkan aspirasi daerah. >* Fraksi-fraksi selain PDIP dan TNI/Polri

Pada p : 2 d H III yang
sebelumnya i ousulk ate . Daerah yaitu
anggotanya he 01 Y j an :: " . a dengan anggota
MPR tidak ada lagi yang dia o ;' i berubs dangannya. Hal ini

disebabkan < ‘ gar menginginkan

bikameral. Sementara fraksi-fraksi lain menginginkan DPD dengan kewenangan
legislasi yang terbatas. Theo sambuaga dari fraksi Partai Golkar pada tanggal 22
Mei 2000 mengatakan sebagai berikut.”

“DPR dipilih berdasarkan proporsi jumlah penduduk sedangkan DUD

dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah anggota yang sama. DPR dan DUD
secara bersama-sama melakukan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan dimana

>2 Ibid, Hlm 214
>3 Ibid, Hlm 215
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RUU hanya diajukan setelah mendapat persetujuan kedua badan tersebut. Dengan
sistem perwakilan dua kamar (bikameral) sebagaimana diusulkan diharapkan
penyelenggaraan kehidupan bernegara akan terselenggara lebih demokratis dan

checks and balances lebih terjamin”.>*

Usulan dari Fraksi Partai Golkar tidak lamarkemudian berubah menjadi
seperti dibawah 1ni. setelah melihat besarnya penolakan dari. fraksi reformis
moderat sebagai berikut.

“Mengenai  Baby:VII" ini kami ingin ‘' tmenyampaikan beberapa usul
pengubahan yang pada intinya Bab VII ini mengenai Sistem Perwakilan Rakyat.
Kami sejalan  apa yang kami bicarakan pada Bab I yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Utusan Daerah. Pada Bab VII ini, judulnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Utusan Daerah yang pada intinya adalah upaya untuk
membangun  sistem perwakilan yang semakin demokratis dan menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat serta memberikan peranan yang lebih besar kepada

daerah mengingat negara kita yang sangat luas ini”.”

Prinsip . kedua menyangkut fungsindan kualitas representasi yang
dimiliki oleh kedua lembaga perwakilan ini. Dalam hal ini, Theo menyampaikan:

“Kedua, lembaga Dewan’i Retwakilan = Rakyat .dan Dewan Utusan
Daerah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, dan anggota-anggotanya
secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam hubungan
ini, DPR merupakan lembaga atau kamar yang lebih dekat dengan rakyat
dibandingkan dengan DUD maka bobot pembuatan undang-undang-nya lebih
berada pada DPR dibandingkan dengan DUD. Tetapi dengan keberadaan DPR
dan DUD dengan sistemdua kamar int maka prinsip checks and balances
akan terselenggara lebih' menonjol, .bukan saja kedua DPR ini dalam
pengawasan dan pembuatan undang-undang, tetapi dua lembaga perwakilan ini
dengan Presiden yang juga dipilih secara langsung. Dengan demikian maka setiap
produk baik dari Pemerintah maupun dari lembaga perwakilan rakyat yang
mengatasnamakan rakyat dan mendapat mandat dari rakyat secara langsung
di cek, diawasi, dan diimbangi oleh lembaga perwakilan lainnya. Ini antara lain
untuk menjamin bahwa seluruh aspirasi rakyat menjadi terselenggara dengan
baik oleh lembaga-lembaga yang mewakili rakyat, yang dipilih oleh rakyat

56
tersebut”.

> Ibid, Him 215
**Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku V, Hlm 122
%% Ibid, Hlm 123
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Perbedaan pendapat terus terjadi antara fraksi-fraksi, meskipun rapat-rapat
tertutup terus dilaksanakan. Namun fraksi PDIP dan TNI/Polri masih belum

sepakat utusan daerah berbentuk lembaga karena menurut mereka dapat

1 rapat PAH [

bah sehingga

s
=
ago
[V}
[~
—_
e

ta DPD dipilih

Rancangan erah, hubungan

Ae Aty

Pusat dan Daerah,

dari jumlah wilayah sehingga seperti umumnya berlaku didalam sistem
perwakilan dua kamar, jumlah anggota senat selalu lebih kecil jumlahnya dari
jumlah anggota DPR. Disamping itu, juga untuk menghindari munculnya
dominasi DPD di MPR. Apabila tidak ada ketentuan semacam ini, dikhawatirkan

jumlah anggota MPR akan didominasi oleh anggota DPD yang sebagian besar

*’Valina Singka Subekti,Op.Cit. Hlm 216
* Ibid, Hlm 217
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berasal dari Daerah-daerah Provinsi yang kecil jumlah penduduknya sehingga
tidak akan dapat mencerminkan kedaulatan Rakyat yang sesungguhnya. Di

samping itu, dikhawatirkan akan lebih banyak anggota MPR yang berasal dari

awa dan luar Jawa

ini menjadi
salah satu alasan me : P Polri bersedia
menerima enangan yang
terbatas. emikian ; sepakat dengan

kewenanga a mengajukan

usulan terke pertimbangan

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah”. Fraksi yang
menyetujui alternatif ini adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PBB, Fraksi PPP,
Fraksi Reformasi dan Fraksi PDU.

Pada ST MPR tahun 2000 materi yang mengatur mengenai DPD tidak

menjadi prioritas untuk diselesaikan karena masih sulitnya dicapai kata sepakat

% Ibid, Hlm 216-217
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dalam pembahasan di komisi A MPR, kemudian diputuskan menjadi materi yang

akan dibahas lagi oleh PAH I pada tahun 2001. Dalam kenyataanya pada

pembahasan di PAH I tahun 2001 pun sikap setiap fraksi tidak berubah banyak

umum” jo. Pasal 22 E ayat (2), bahwa: “pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; serta Pasal 22 E ayat (4) bahwa: “peserta

pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. ®!

* Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku Ke V. Hlm 175-176
" Mochamad Isnaeni Ramadhan, Perubahan UUD 1945 Dengan Tehnik Amandemen,
Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 154
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Komposisi diatur dalam Pasal 22 C ayat (2),bahwa: “Anggota Dewan

Perwakilan Daerah dari setiap povinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh

anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPD. Maka sidang

Seluruh Tumpah Darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”” Dalam Undang-
undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 berbunyi ‘“Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu

62 .
Ibid, Hlm 154
® Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada, 2002, Him 3.
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dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu

mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka

diarahkan

LS E )

+AANALN

kesejahtera
peran serta

Disa
pemerintaha:
pengawasan

direncanakan d ’ C
Implikas "ﬂ«.
' o

dalam negara kesatuan tidak ada yang lepas dan sejajar. Pengawasan adalah

sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan

“HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, hlm 37.

63 Utang Rosidin, Ofonomi Daerah Dan Desentralisasi, CV Pusaka Setia, Bandung,
2015. HIm 329
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Pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif disebut executive
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kepala daerah ketika masih berbentuk rancangan setelah dilaksanakan
pengawasan kemudian pengesahan barulah peraturan itu berlaku. Tahapan
pengawasan preventif yang lazim disebut atau diistilahkan mekanisme “Eksekutif

Preview” Perda. Sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Pasal 250 undang-

Amran Saudi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2014. Hlm 79

7 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem
Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5 Oktober. Him 142
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undang Nomor 23 Tahun 23 tahun 2014 maka secara formil dan materiil tindakan
pengujian (eksekutif review) Perda oleh pemerintah termasuk Perda yang masuk

dalam kelompok khusus yang harus melewati pintu atau mekanisme “‘eksekutif

AN peraturan

memastikan

implementa S 2 ar nilai-nilai atau
norma kesu
kepala daerah
melakukan menjadi perda,
perda dengan
peraturan per i K secara represif

review. Jadi,

Perda khususnya pengawasan preventif dilakukan sesudah perda itu ditetapkan

oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD tetapi sebelum Perda itu

**King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah
Agung Dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 2016. Him 214

®Umbu Rauta, Rekonstruksi Sistem Pengujian Rancangan Peraturan Daerah Dan
Peraturan Daerah Sesuai Amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2015, Hlm 12
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diundangkan.”’ Sebagaimana pengawasan preventif terkait evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

Adapun

bersama . Dalam waktu
paling la an Rancangan
Peraturan etaris Jenderal

paling lama

B A E
:

Y

melalui Sekretaris Jenderal paling lama 3 hari menyampaikan kepada Direktur

Jenderal Bina Pembangunan untuk di evaluasi dan berkoordinasi dengan Menteri
urusan Pemerintahan bidang tata ruang. Terkait Rancangan Peraturan Daerah
tentang pembangunan industri Direktur Jenderal Bina Pembangunan

berkoordinasi dengan Menteri Bidang Pembangunan.

Ni’'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cet 3, Nusa Media, Bandung, 2012.
Hlm 130
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Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Perda Provinsi sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan

Jika hasil evaluasi
erundang-
. Gubernur

D me an pe 0 ( J) ari terhitung

Y:

...:-._ 8 0. APBD, Pajak dan

2e AL NAN

: R\ ,

i
|-
=
-
a
o
[~
o
o
<
O
=
g
=

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Tata Ruang Kabupaten dan/atau Kota setelah mendapat
persetujuan bersama DPRD Kabupaten dan/atau Kota dan Bupati dan/atau

Walikota tetapi belum ditetapkan menjadi Perda di evaluasi oleh Gubernur
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Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Sekretaris Jenderal paling lama 3 hari Sekretaris Jenderal menyampaikan

asi dan berkoordinasi

oleh Menteri
Dalam Negeri te p hasil eve % 2 bernur sebagai
Wakil Pemerinta at. ‘evaluasi di de eputusan Gubernur

atakan bahwa

terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang di evaluasi maupun yang tidak
di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda diberi nomor register. Untuk
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi pemberian nomor register dilakukan oleh
Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri. Untuk pemberian nomor register Rancangan Perda
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Kabupaten dan/atau Kota dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang
membidangi  hukum Provinsi. Rancangan Peraturan Daerah yang belum

mendapatkan nomor register belum dapat di tetapkan oleh Kepala Daerah dan

rangka penga

Peraturan

QQ‘

Daerah Kementerian Dala

Kabupaten dan/atau Kota diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
hukum Provinsi. Dengan adanya pemberian nomor register ini menambah organ
atau lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah serta memperluas
kewenangan Pemerintah dalam pengawasan preventif yang merupakan penentu
ditetapkan dan diundangkan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal ini

Kementerian Dalam Negeri dan Gubenur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
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Menurut penulis tidak tepat jika Rancangan Peraturan Daerah yang belum
mendapatkan noreg belum dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah dan belum dapat

diundangkan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

mpul
Y/

Pengawasan represif dilakukan setelah pengawasan preventif adapun
dalam pelaksanaan pengawasan ini lebih besar daya campur daerah. Pengawasan
preventif mengandung prasyarat agar keputusan Daerah dibidang atau yang
mengandung sifat tertentu dapat dijalankan pembatasan terhadap pengawasan

preventif lebih ketat dibanding dengan pengawasan represif. Salah satu bentuk
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pembatasan adalah dengan cara menentukan atau mengatur secara pasti macam
atau jenis Keputusan Daerah yang memerlukan pengawasan.

Apabila Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan

bentuk penangguhan/pe an ing) an  (Vernetiging).

Penangguh. ] ah suatt ye lix mping atau diluar

pembatalan melalui Administratie Beroep merupakan salah satu pembatasan
terhadap pelaksanaan keputusan tertentu dapat diminta pembatalan kepada badan
peradilan maka tidak dapat dibatalkan melalui pengawasan represif.’!

Pengawasan represif menyangkut penangguhan atau pembatalan Perda yang

"'Sudi Fahmi, Hukum Otonomi Daerah, Total Media, Yogyakarta,2010. Hlm 59
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bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan

yang tingkatannya lebih tinggi. "

Untuk membedakan antara pembatalan melalui pengawasan represif dan

undangan di bawah Undang-undang ternyata mengatur hal-hal dibidang otonomi
atau tugas pembantuan sebagai urusan rumah tangga Daerah, maka peraturan
itulah yang seharusnya dibatalkan bukan Perda dengan alasan mengatur tanpa

wewenang (ultra vires).”*

72C.S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet 4, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011. Hlm 155
7 Ibid, Hlm 60
"Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Op.Cit. Him 134
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Di Indonesia, eksekutif review diwujudkan dalam bentuk pengujian

terhadap Perda yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Dalam Negeri. Eksekutif review merupakan bagian dari sistem pengawasan

khususnya
antara peratu ang 'j -H *: s enga ain. Perdebatan
mengenai b
menjadi pe
adalah produl

otonom.75

{ @ rda de eputusan Daerah yang
bertentangan dengan kepe ‘
yang lebih tinggi atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.”® Mekanisme
dalam pembatalan ini dapat disebut sebagai mekanisme pengujian juga, tetapi
tidak dilakukan oleh lembaga kehakiman (Judiciary) ataupun Legislator,

melainkan oleh lembaga Pemerintahan Eksekutif tingkat atas (pusat).

> Johan Jasin, Sutrisno S. Ade, Kewenangan Pemerintah Membatalkan Peraturan
Daerah, Indonesian Journal Of Legality Of Law, Vol 4 No. 2 August 2018. Hlm 220

7% Deddy Supriady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Cet 5,
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2004. Hlm 29
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Akan tetapi, barometer yang dipakai oleh lembaga penguji untuk penilai

atau pengukur, dalam hal ini Pemerintah Pusat, bukanlah Undang-Undang Dasar,

tetapi hanya undang-undang. Alasan pembatalan Peraturan-peraturan Daerah itu

a\w‘

Perundang-
dibatalkan o

nama Mente

"‘g‘ﬁ“!‘

para Pakar/Ahli Kementerian/Lembaga/Instansi terkait sesuai kebutuhan dalam
waktu 30 hari. Jika dalam pengkajian ditemukan bahwa Perda tersebut tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum serta kesusilaan maka diterbitkan surat oleh Direktur Jenderal
Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri pernyataan sesuai kepada

Gubernur.
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Namun, jika Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan maka Menteri

Dalam Negeri menetapkan keputusan Mendagri tentang pembatalan Perda

maka Gubernu

AvALN

RS
WEWAGEY

2N

Apa
pembatalan
bertentangar

lebih tinggi,

kepentingan

Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian maka sebagian materi
muatan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi yang
tidak dikabulkan tetap berlaku. Jika Pemerintahan Daerah masih memberlakukan

Perda Provinsi yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri akan dikenakan sanksi
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administratif kepada Gubernur dan DPRD Provinsi berupa tidak dibayarkan hak-
hak keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam PUU selama 3 bulan.

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai

bersama para

jian dilakukan

ALY

g
epentin
Pl

[ 4

muatan paling lama dalam waktu 7 hari sejak keputusan pembatalan diterima
Bupati dan/atau Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda. Bupati dan/atau
Walikota bersama DPRD Kabupaten dan/atau Kota harus mencabut Perda
tersebut. Dan apabila pembatalan Perda tersebut hanya sebagian dari materi maka
Bupati dan/atau Walikota bersama DPRD Kabupaten dan/atau Kota merubah

Perda tersebut.
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Jika Pemerintahan Daerah Kabupaten dan/atau Kota tidak dapat menerima

keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dibenarkan bahwa Perda itu

tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,

kesusilaan maka Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi
Daerah membatalkan Perda Kabupaten dan/atau Kota setelah memberi surat
peringatan pertama dan kedua kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direkur Bina Keuangan, Direktur Bina
Pembangunan atas nama Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap

tindaklanjut evaluasi dan pembatalan Perda Provinsi. Gubernur yaitu sebagai

66



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut evaluasi
dan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Kota dan melaporkan hasil

pemantauan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit dalam waktu 3

seharusnya

ndang untuk
mencabut ndang tentang

Pemerintahs h, teta ang berwe 1ji T an daerah adalah

Mahkamah = Agu cbagaimana | ) yat (1) Undang-

erundang-undangan di
dengan ~ Undang-Undang,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ’®

Pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadikan keberadaan eksekutif

review dapat digugat kembali, khususnya terhadap mekanisme pembatalan

77" Johan Jasin, Sutrisno S. Ade, Kewenangan Pemerintah Membatalkan Peraturan
Daerah, Op.Cit. Him 221

® Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
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peraturan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini disebabkan rumusan Pasal

9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa dalam

hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga

sebagai s
terhadap
Nomor 12 S Snya | :. ama. Itu artinya pengujian
terhadap rda va | erte : an  peraturan perundang-
undangan ya

formil mau

_ .*\‘%a‘g
=N |
3
-
s

Kabupaten/Kota” dalam Pasa ), (3), (4), dan (8) frasa “Perda
Kabupaten/Kota dan/atau” dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota dan” frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

™ Ibid, Hlm 221-222
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Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.*

Putusan

Kabupaten

Kabupaten 1 : dalam Negeri

inkonstitusi

hukum penyelenggara Pemerintahan yang mengandung cacat. Keempat,
Presiden berkepentingan memastikan penyelenggaraan Pemerintahan di bawah

tanggung jawabnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

¥ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang
Pengujian Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan Daerah
Tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota. Hlm 211

¥'M. Nur Sholikin, Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda;
Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA, Jurnal
Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional , 12 Mei 2017. Hlm 2, Diakses Tanggal 16
Februari 2019
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kepentingan umum dan kesusilaan. Sehingga pemberian kewenangan kepada

Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan Perda

dinilai konstitusional. %

angan Presiden.
Eksekutif dan

. Pihak yang

Q a §se Opinion), jika Hakimnya
menghendaki dapat dimua ‘ S yang harus dipedomani dalam
hal yang menyangkut etik dalam mengemukakan perbedaan pendapat adalah
pendapat berbeda harus dituliskan dengan menghormati putusan mayoritas

Mahkamah Konstitusi.®*

® Ibid, Hlm 2

% Ibid, Hlm 3

8 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cet 2,
Sinar Grafika, Jakarta,2012. Hlm 208
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Dalam hal demikian maka tugas untuk menyusun Rancangan Putusan akan
diserahkan pada salah seorang Hakim yang menyetujui pendapat mayoritas.

Rancangan Putusan yang dibuat kemudian disajikan didepan rapat pleno untuk

dalam Undang : ) _' vhun 1 2 emerintahan Daerah
(Lembaran

Lembaran 3 - i esia not 34 ertentangan  dengan

diberikan oleh UUD 1945 dan termasuk lembaga tinggi Negara di NKRI yang
merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam

melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah (Eksekutif) dan

Ibid, Hlm 208

% Lihat Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016
Tentang Pengujian Pasal 251 Ayat (5), (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi. Him 102
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Pengujian Perda merupakan 1mplikasi dari pengawasan Pemerintah
Pusat terhadap produk hukum daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam  prakteknya,  Undang-undang Pemerintah  Daerah memberikan

2 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi Kedua, Mandar Maju, Bandung,
2013. Hlm 208

¥Sayuti Una, Pergerseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia,
UII Press, Yogyakarta, 2004. Him 21

YFatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum
Indonesia,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Him32
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kewenangan menguji Perda kepada pemerintah (Executive Review) melalui

Gubernur untuk menangguhkan atau membatalkan setiap Perda di tingkat

Kabupaten dan/atau Kota yang dianggap bermasalah. Hal ini menimbulkan

implikasi s

pembatalan

dualisme peng e : cle j sorotan. Dan yang

dimaksudkan

menjadi dasar yuridis untuk menguji Perda, maka Kementerian Dalam Negeri

tidak lagi berwenang menguji Perda melalui Executive Review. Sehingga hanya
Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pengujian terhadap Perda melalui

.. .90
Judicial Review.

®yasin Dan Yuswanto, Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK
No. 137/PUU-XII1/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 4
Desember 2018. Hlm 723
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Putusan ini terlihat mengembalikan nyawa pengujian peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Namun

jika dianalisa secara mendalam putusan ini berlaku untuk perda provinsi dan

keberatan / i & erda  Kabupaten
dan/atau Ko nenghila S2 administre d jika DPRD dan
Kepala Daerah tida Perda ‘ Ikar Pemerintah pusat
akan dikenai sanksi yai arka pa keuangan nya selama 3

bulan.

""Wahyu Tri Hartomo, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-
XII1/2015 Dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda
Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 15 No.2 - Juli 2018. Hlm 35
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BAB III

EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP

Dan DPRD

diketahui cuasaan Negar ag] ﬂ sahkan antara
cabang-cabang kekuas: " if, Ekse _‘ o ada pokoknya

kekuasaan 0 - lembuat  aturan - pan  bernegara

proses kehidupan politik. Bagi te or1 ini menguntungkan karena wakil
dapat di kontrol terus menerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan
terwakili dapat mengakibatkan menurunya reputasi wakil. Dalam teori kebebasan

wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat oleh terwakili

menurut teori ini, si wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta

%2 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2010.
Hlm s147
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memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya sehingga wakil dapat

bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat. >

Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur Parlemen Negara

Dasar, (2) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, (3) memilih Presiden dan/atau Wakil

Presiden untuk mengisi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil

% Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca PerubahanUUD 1945; Sistem
Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR, Op.Cit. Him 54

*Jimly Asshidigie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Negara Demokrasi, Sinar
Grafika, Jakarta, 2015. Hlm 130

*Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cet 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2017. Hlm 375
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Presiden menurut Undang Undang Dasar. (4) mengadakan sidang MPR untuk

pelantikan atau pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil

Presiden.”®

keempat k¢

penetapan

Ole

membedakan antara pengertian MPR in book dengan MPR in action.”’
DPD merupakan lembaga perwakilan yang terletak di pusat dan memiliki
tugas untuk melakukan pengawasan terhadap politik serta pengelolaan negara.

Oleh karena itu DPD dapatlah dipandang sebagai penyempurnaan atau koreksi

sistem Utusan Daerah di MPR menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

% Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Op.Cit. Hlm 125
% Ibid, Hlm 126
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sebelum amandemen.”® Peran DPD dalam sistem Perwakilan Indonesia

merupakan Representasi Daerah (Territorial Representation) yang

memperjuangkan dan membawa aspirasi serta kepentingan daerah dalam

DPR. Namun dalam pengertian kepentingan Daerah itu, tentunya tidak terlepas
adanya kepentingan individu Rakyat yang hidup di Daerah-daerah. Misalnya

penyelenggaraan kebijakan otonomi Daerah tidak boleh dipersempit maknanya

% Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia,0.p.Cit. Him 90
% Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007. Hlm 56
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hanya dalam berkaitan dengan otonomi Pemerintahan Daerah. Harus dibedakan

antara pengertian otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah. '

Kebijakan otonomi Daerah tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan

dalam pemt

akan menentukan kekus D, terutama apabila d ngkan dengan DPR

Q ,
konsekuensinya lembaga p ‘
yakni DPD hanya memiliki kewenangan terbatas.'®'

Kedudukan lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 tidak adalagi

lembaga negara tertinggi dan lembaga negara tinggi akan tetapi kedudukan nya

sejajar. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD sebagai lembaga perwakilan

10OJimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia, Cet 2, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011. Hlm 153

""patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Cet 2,
Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Him 74
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terbatas sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang akan
dibahas dibawah ini. Padahal persyaratan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih

berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR, artinya,

oleh kug CWE . akya esentatives).

102

penduduk yan; at! di daftar pemilih tetap_sar i“dengan 1.000.000
(satu juta) 2 A dapatkan dukung: ali edikit 1.000 seribu)

Pemilih; Pr 9 j at didalam daftar pemilih

dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih
dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang
wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan

provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih

12 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Op.Cit. Hlm 121
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tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan

dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

Kewenangan DPD berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018

DPD “hanya” mempunyai kewenangan yaitu dapat mengajukan RUU
tertentu ke DPR sebagaimana tercantum dalam pasal 22D ayat (1). Selanjutnya
DPR lah yang menentukan nasib RUU tersebut, apakah akan dibahas lebih lanjut
oleh DPR ataukah perjalanannya hanya cukup sampai pada penyerahan konsep

tersebut dari DPD ke DPR.

103Hartati, Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah, CV Trisar Mitra Utama,

Jambi, 2018. HIm 245
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DPD memiliki Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), wusul

pembentukan RUU di DPD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya ' dari

jumlah anggotanya dan RUU tersebut bisa diajukan oleh PAH atau oleh PPUU.

vada Pimpinan

DPD. Pada nberitahukan dan

membagik U atau wusul

pembentuka

RUU itu. Setelah RUU itu disempurnakan selanjutnya disampaikan kembali

kepada Pimpinan DPD dan akan dikirim kepada pimpinan DPR dan Presiden
disertai dengan penjelasan dan naskah akademisnya. Sedangkan jika keputusan

sidang paripurna memutuskan memberikan yang diajukan tanpa perubahan, maka

"“Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah, Kencana,
Jakarta, 2009. Hlm 46
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usulan RUU tersebut langsung dikirimkan oleh pimpinan DPD ke pimpinan DPR
dan Presiden. '°

RUU yang disampaikan pimpinan DPD diterima Pimpinan DPR kemudian

anya terkait RUU dari

tertentu dan membe .IQ J.tertentu kepada DPR. Akan
tetapi DPD mutlak diikut s . an dalammembahas RUU tertentu. DPD tidak
boleh ditinggalkan meskipun anggota DPD nya tidak hadir. Secara formal
haruslah ditunjukkan oleh DPR bahwa DPD diberikan kesempatan untuk hadir
dalam membahas Rancangan Undang-undang tersebut.

Apabila DPR tidak memberikan kesempatan untuk ikut membahas RUU

tertentu maka dapat diartikan bahwa DPR tidak melaksanakan kaidah UUD NRI

195 1bid, Him 47
19 1bid, Him 47
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Tahun 1945. Kecuali dapat dibuktikan bahwa DPD menolak atau tidak mau ikut

membahas RUU tertentu tersebut. Dalam beberapa pengalaman justru anggota

DPD lah yang tak mau hadir karena mereka merasa tidak dihormati oleh anggota

khusus. Sedangkan pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan urutan, sebagai berikut:

1.

Agenda awal pembahasan tingkat pertama biasanya diawali dengan
menyepakati jadwal pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Dan
juga disepakati pula bahan-bahan yang digunakan selama proses

pembahasan.

84



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. setelah terjadi kesepakatan tentang jadwal dan bahan yang digunakan

dalam proses pembahasan, maka setiap fraksi diberikan kesempatan untuk

memberikan pandangannya terhadap draf RUU serta proses yang akan

pembahasan DIM oleh DPR, DPD dan Presiden. Selanjutnya akan dihasilkan
pendapat mini yaitu pendapat dari DPR, DPD dan Presiden lalu dilanjutkan
dengan pembicaraan tingkat II yang akan membahas tentang laporan dari alat
perlengkapan DPR Proses pembahasannya berisi pendapat mini DPR, DPD,

Presiden dan hasil pembicaraan tingkat I. Selanjutnya DPD menyampaikan
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pendapatnya pada sidang paripurna (pembahasan tingkat II). Penyampaian
pendapat itu dilakukan sebelum memasuki tahap persetujuan terhadap RUU.'Y

Langkah terakhir dalam pembahasan RUU adalah pengesahan untuk

1kup bagi DPD

Rancangan de : entu. Dengan : urang optimal

dalam memainkan peran 1baga ewakili kepentingan

dan penggabungan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 22D ayat (2), UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Kedudukan DPD dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang

"7 ahratul Idami, Kewenangan DPD Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 92/PUU-X/2012, Kanun Jurnal Imu IImu Hukum No 63 Agustus 2014. Hlm 322
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tersebut sampai pada “pembahasan tingkat pertama dan kedua” dan tidak turut

serta dalam proses pengambilan keputusan. 108

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada hakikatnya keberadaan

kecuali sebagai suplementasi kelembagaan Legisatif. Posisi yang lemah ini

memberikan indikasi bahwa DPD tidak akan mampu mengakomodasi secara

optimal aspirasi daerah atau rakyat di daerah yang diwakili.'"

1% Enny Nurbaningsih, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
Dan Alternatif Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang, Mimbar Hukum,
Yogyakarta, Volume 27 Nomor 1 Februari 2015.

19 7ainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Imperium, Yogyakarta,
2013. Hlm 137

" Ibid Hlm 138
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Oleh karena lembaga pemutus dalam bidang legislasi adalah DPR, dan

DPD tidak diberikan ‘hak suara’ dalam bentuk ‘hak veto’ maka dengan sendirinya

DPD secara kelembagaan dan politik pada posisi yang lemah. Kondisi ini,

lap tugas-tugas
ang-undang atau
atau berperan
dalam proses ambila : hal, persyaratan dukungan

menjadi ang PD jau h be anding '- gan persyaratan

3. DPD dapat me

Undang

Rumusan kewenangan ini juga merupakan konsekuensi logis belaka dari
kewenangan DPD yang terbatas sekaligus ketergantungan pelaksanaan hasil kerja
DPD oleh lembaga diluar dirinya. Fungsi pengawasan DPD sebagaimana
dirumuskan pada awal pasal ini sudah sangat baik dan tepat dikarenakan memang
demikianlah salah satu fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan. Dalam

melakukan fungsi pengawasan kinerja pemerintahan DPD mempunyai
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kewenangan penuh. Oleh karena itu, dibidang pengawasan DPD dapat lebih
berkonsentrasi, sehingga keberadaannya dapat dirasakan efektivitasnya oleh

masyarakat di daerah-daerah.''' Namun rumusan yang baik tersebut menjadi

sebagai be pertim ar : juti ﬂ sebagai bahan

pertimban ' ) yjukkan hasil kerja

tidak ada k i DPR untuk melaksanak Al menjadi bagian
keputusan ara, seyogyanya
temuan-tem iti ampaikan kepada

klanjuti temuan

mpaikan pendapat

erikat  erat dengan lembaga
perwakilan. Ia tidak dapat menindaklanjuti hasil kerjanya sendiri tetapi
menyerahkan hasil kerjanya tersebut kepada lembaga lain. Mekanisme ini sengaja
disusun para perumus rancangan perubahan UUD 1945 sebagai bahan integral
sistem checks and balance antar lembaga negara agar tidak ada lembaga yang

terlalu dominan berkuasa.

"Jimly Asshidiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

Op.Cit, Hlm 119
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Hasil kerja BPK disampaikan kepada tiga lembaga negara yaitu DPR
(Representasi Politik), DPD (Representasi teritorial), dan DPRD (representasi

tingkat daerah). Penyerahan hasil kerja BPK tersebut menjadi bahan bagi ketiga

negara yang ki ] ; ; 1,8181 lain lembaga

perwakilan = ters ema G ! pemeriksaan

korupsi. DPD dapat menerima hasil pemeriksaan BPK ketentuan ini memberikan
hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan
dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya yaitu
melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang APBN dan juga
dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan

dengan RUU APBN.
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5. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR terkait pemilihan
anggota BPK

Dalam melaksanakan kewenangan ini DPD bersinggungan dengan DPR

at jauh. Terkait

an DPR. '!?

iy disay yejepe il udwnyo(]

minimal menjadi “penyeimbang agar tidak sekehendak hati dalam

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

menentukan anggota BPK.

"2 Firman Manan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam  Sistem
Pemerintahan Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov, Vol.1 No.1, April 2015.
Hlm 57
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6. DPD ikut menyusun Program Legislasi Nasional
Program legislasi nasional merupakan instrumen perencanaan dalam

program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan

tahunan, - an j : ya program
legislasi di D ' (€ ﬂ: a, sistematis,

terarah, terpadu yeluruk ] it ang baik yang

yang akan dibuat ma agai ins en atau meka perencanaan hukum.

Sebagai isi hu Prolegna at da a eri hukum atau

Pada Tahun 2012 DPD menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

"> Ahmad Yani, Pembentukan Undang-Undang Dan Perda, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011. Hlm 31

"“Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Cet 2, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2011. HIm 33-34

92



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
Huruf G, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1), dan Pasal 23 Ayat (3) UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah meniadakan kewenangan DPD

ir tetapi DPD

RUU tersebut.

ﬁ s yang berkaitan

norma Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan
Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabugan daerah, pengelolaan sumber daya

'3 Patrialis Akbar., Op.Cit. Him 80
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alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah.''®

Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program

DPD menjadi sangat penting jika terjadi proses Impeachment yang sampai
ke MPR setelah DPR mengajukan (/mpeachment 1) ke MK dan MK telah

memutus bahwa dakwaan DPR benar adanya. Jika putusan MK ini ditindak

116Arfandy Ranriady, Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU/X/2012, Skripsi, Univerisitas Hasanuddin Makasar, 2014. Hlm 43

"7 Ibid, Him 43-44

"8Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Op.Cit,
Hlm72
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lanjuti oleh DPR dengan usul agar MPR bersidang untuk menentukan
Presiden/Wapres diberhentikan atau tidak (/mpeachment 11), maka suara anggota-

anggota DPD akan sangat turut menentukan. Seperti diketahui, untuk

idang MPR itu akan

ANt 0y

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR maupun untuk syarat minimal
jumlah suara guna mengambil putusan. Sebab, putusan untuk mengubah pasal-
pasal UUD itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR, bukan hanya dari jumlah yang

hadir dalam persidangan. Hanya pada kedua peristiwa dan forum yang sangat
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insidental itulah anggota-anggota DPD menjadi penting mengingat perannya yang

akan sangat mempengaruhi quorum dan berbagai putusannya.

Pintu dari DPD untuk memainkan perannya untuk menggagas

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah disetujui oleh DPR; serta
memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN,

dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan

" Ni’matul Huda, UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2008. Hlm 241
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agama; Kedua, mengusulkan penambahan ayat baru dalam Pasal 22 D, jika DPD
menolak RUU itu tidak boleh diajukan lagi pada masa sidang berikutnya; dan

ketiga, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

AN g

Analisa
Kewenangan DPD dalam fungsi Legislasi penulis menganalogikan DPD
sebagai “peserta peninjau” hanya ikut membahas tidak ikut melakukan

persetujuan bersama berbeda dengan DPR dan Presiden sebagai “peserta penuh”

“Yuliandri, Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan  Yang Baik Gagasan
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Op.Cit, Him 87-88

2! Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi : Makna Dan Aktualisasi, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm 232
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ikut membahas dan juga melakukan persetujuan bersama. Menurut Mahfud MD
dalam buku perdebatan hukum tata negara DPD menjadi sangat penting ketika

terjadinya dua hal yaitu : Proses Impeachment Presiden sampai ke MPR dan

yang dipil emilik : nlah anggota DPD
paling ban erjumla ang da ANgEOt? i ain yang berada di

MPR seperti fraks orang, Gerindra 73

dalam  Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk perubahan UUD diajukan sekurang-kurangnya
1/3 dari jumlah anggota MPR. Jumlah anggota MPR seluruhnya 692 orang,
sedangkan jumlah 1/3 dari 692 adalah 231 orang. Untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

yaitu 2/3 dari 692 adalah 461 orang. Putusan untuk mengubah pasal-pasal
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Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima
puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat, yaitu 50% dari 692 adalah 346 + 1 = 347 orang. Sehingga Penulis

o disini adalah ketika

karena itu,

keberadaan

terhadap kinerja pemerintah agar program pusat dan daerah dapat berjalan secara
baik dan berimbang serta merata sehingga dapat dirasakan manfaat oleh
masyarakat yang diwalikinya.

Menurut penulis DPD ini lembaga negara yang bagus dilihat dari Anggota
DPD tidak berasal dari partai politik dan juga bukan pengurus partai politik

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang
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Pengujian Pasal 182 Huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum tentang keanggotaan DPD. DPD akan mendahulukan

kepentingan Daerah yang diwakilinya sehingga realisasi kesejahteraan

Anggota C ' . yukkan perkuatan

demokrasi emerataan ku ’ M hanya 4 kursi

Dengan demikian kegiatan disa

di orientasikan pada tujuan yang
hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan
penyelenggara kenegaraan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan. Demi terciptanya
tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 itu, maka Negara melalui

Pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya itu adalah melalui
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beberapa perubahan sistem Pemerintahan yang selama ini dijalankan dan melalui

berbagai kegiatan pembangunan, khususnya di Daerah. '*

Pembangunan Daerah merupakan bagian penting dari pembangunan

kekuasaan antara Pusat dan Daerah, karena dalam unsur penyelenggaraan

desentralisasi selalu ada dua unsur penting yaitu pembentukan Daerah otonom dan

22 Juniarso Ridwan, Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan-Pelayanan
Publik, Cet 3, Nuansa, Bandung, 2012. Hlm 127

'3 Winarna Surya Adisubrata, Otonomi Daerah Di Era Reformasi, Cet 2, Unit Penerbit,
Yogyakarta, 2002. Hlm 1.
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penyerahan kekuasaan secara hukum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan Pemerintahan.'*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pembantuan.

Pemerintahan

AERANY

hvhan terdiri dari

emerintah dan

=
:
B 2E

Pemerintahan atau kongkuren adalah urusan-urusan Pemerintahan selain urusan

Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.'*
UUD 1945 diamandemen untuk mempertegas kedudukan otonomi Daerah

secara lebih jelas. Merujuk pada amandemen UUD 1945, amanat mengenai

"2 Juniarso Ridwan, Op.Cit. Him 128

125 Fathul Muin, Otonomi Daerh Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-
Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.l
Januari-Maret 2014. Hlm 73
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impelementasi otonomi Daerah atau desentralisasi termaktub dalam Pasal 18
dengan rumusan seperti berikut: (i) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

dibagi atas Daerah-daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas

en, dan Kota
umum; (iv)
la Pemerintah

>mokratis;

(v)

kecuali urusan

tertentu, peraturan daerah juga mengatur sendiri hal-hal tertentu, peraturan daerah
juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara

eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh

121 eo Agustino, Politik Lokal Dan Otonomi Daerah, Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm 62
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daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945 e

Kewenangan membuat Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan

Daerah. Merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki

Peraturan Perundang-undangan. '*’

27 Jimly Asshidiqqie, Perihal Undang-Undang, Op.Cit. Him 190

'Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu
Alternatif, Cet 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm 41

129Ariﬁn, FEksistensi  Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan
Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume
3,Tahun 2015. HIm 5
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Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai penampung

keragaman dan kekhususan daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di

kewenangan
ndang-undang
ndangan yang
asal 7 ayat (1)

enis dan hierarki

Perda Provinsi
Perda Kabupate

Kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
Rancangan Perda dan Perda dalam Pasal 249 Ayat (1) Huruf j Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 menjadi kontroversi. Dalam UUD 1945
sudah ditentukan lembaga yang berwenang melakukan pengujian yaitu

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah agung. Dilihat dari Pasal 7 ayat (1) UU

10 1bid, Him 5
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12/2011, Peraturan Daerah masuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
Undangan, sehingga MA berwenang melakukan hak wuji materil terhadap

peraturan daerah. Pengawasan perda oleh DPD akan menimbulkan tumpang tindih

konteks po

untuk me

kewenangan evaluasi Ranperda dan Perda karena DPD merupakan lembaga
Legislatif bukan Eksekutif. DPD adalah Parlemen Perwakilan Daerah jika diberi
kekuasaan itu melalui Undang-undang MD3 itu tidak tepat anggota DPD hanya 4
orang Perprovinsi, cara untuk DPD melakukan evaluasi seperti apa sedangkan

jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi contoh nya di Riau ada 12 Kabupaten dan

B! Hartati, Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah, Op.Cit. Hlm 234
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Kota sedangkan di Jawa Tengah itu ada 34 Kabupaten dan Kota. DPD tidak di

desain sebagai birokrat seperti Pemerintah Provinsi atau Pusat. Sejak putusan

Mahkamah Konstitusi Presiden tidak berwenang membatalkan Perda harus

putusan final tapi hasil dari pengawasan itu disampaikan kepada DPR yang
dijadikan bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. DPD ini adalah wakil dari
daerah bukan untuk mengawasi daerahnya sendiri tetapi untuk menyalurkan
aspirasi serta kepentingan dari daerahnya tersebut. Solusi untuk kewenangan baru

DPD harus dihapuskan karena akan menambah birokrasi baru dan juga filosofi

32 Ni’'matul Huda, Wawancara Di Universitas Lancang Kuning, Pada Tanggal Februari
2019
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kehadiran DPD tidak untuk mengawasi daerah tetapi untuk mendorong
kepentingan Daerah ke Pusat.

Menurut Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

ncapai “ atu Kabupaten/Kota
u‘"‘ .sg ' pemantauan

fangan dengan

N

S AN AN

>
=g
3
~

o
a9
S
o
o
o
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8
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|-
5
5
8
c
c
<
o
[U'S]

ewenangan baru

o garaan Indonesia

tersebut.'**

Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3
yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah karena dalam tahap revisi Peraturan Tata Tertib untuk
melaksanakan kewenangan tersebut. Untuk menindaklanjuti kewenangan yang

baru ini DPD sudah membentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) yang

13 http://www.dpd.go.id/bberita-206-dpd-ri-segera-bentuk-tatib-terkait-evaluasi-perda
4 http://www.dpd.go.id/berita-029-dpd-ri-minta-pandangan-hukum-soal-kewenangan-
baru
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dibentuk pada sidang paripurna DPD dan merupakan alat kelengkapan yang

bersifat tetap. Dengan adanya PULD ini diharapkan dapat menimalisir Ranperda

dan Perda yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

sudah mendapat

kunjungan ui Pemerintah

Kabupaten pertama pada

Penghargaa erencanaan dan
pencapaian cat rupa g baik perlu diikuti oleh

daerah lain, : apat te d 2 ad ‘. asi yang efektif

dalam rangka konsultasi terkait peningkatan wawasan untuk efektifitas kinerja

dan percepatan tugas dan fungsi DPRD dan Perda yang bermasalah. Untuk

% Wawancara Abdul Gafar Usman Anggota DPD RI Dapil Riau, Tanggal 26 Februari

2019
3¢ https://republika.co.id/berita/pu680n423/kemitraan-strategis-dpd-terima-konsultasi-

dprd-tanah-datar

109



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

menindaklanjuti itu, PULD akan mengkaji dan menelaah temuan hasil
pemantauan ranperda dan perda di berbagai daerah."’

Kewenangan DPD ini bersifat rekomendasi bukan membatalkan. Hal ini

Perda dan Perda

atan, kejelasan
1 dan efektivitas
dan kesesuaian

proses penyu DE crta meliha n P dan menilai dampak

sehingga dapat dirasakan manfaatnya jika kewenangan itu terealisasi dengan
benar sedangkan untuk Rancangan Perda menurut penulis tidak ada ruang bagi
DPD untuk melaksanakannya. Jika ditelaah lebih lanjut terkait pengawasan
Rancangan Perda atau disebut juga dengan istilah pengawasan preventif

merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam

137

http://www.dpd.go.id/berita-340-dprd-pamekasan-konsultasikan-perda--bermasalah-
*www.dpd.go.id/berita-407-banyak-temuan-perda-bermasalah-dpd-ri-berwenang-
mengevaluasi

1
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rancangan Perda Provinsi di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk

Perda Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

materi muatan, kejelasan rumusan, pemenuhan asas materi muatan, potensi
disharmoni dan efektivitas implementasi. Mekanisme dalam melaksanakan
kewenangan ini Pemerintahan daerah dan DPD menjadi mitra untuk
meniminalisir Perda-perda yang bermasalah. Untuk memudahkan pelaksanaan
kewenangan ini PULD menerima konsultasi dari Kepala daerah atau DPRD

terkait perda-perda yang bermasalah di daerah-daerah dan juga bisa berasal dari
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temuan dari panitia khusus yang dibentuk oleh PULD dengan kunjungan kerja ke
daerah-daerah. Selanjutnya PULD yang mengkaji Perda-perda bermasalah jika

Perda dinilai bertentangan dengan kepentingan umum serta kesusilaan dan

-

i\i_\ 3

o
o
’

)—U
[¢)
=i
)

b
<

melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dan
hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan
untuk ditindaklanjuti. Kemudian rekomendasi juga bisa diberikan kepada :
1. DPRD dan Kepala Daerah

Rekomendasi diberikan kepada DPRD dan Kepala Daerah untuk

meninjau kembali peraturan daerah jika bertentangan dengan
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kepentingan umum, dan kesusilaan untuk dilakukan perubahan terhadap

Perda tersebut.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

sebanyak 44%

penduduk ,. ng I taska e d ene mentara, 11 %

mengapa Jepang, Q-& “ egara maju. Bahkan
konsistensi penerapan huk ‘ S : baik dari Indonesia. Yasonna
berharap Indonesia dapat mencontoh kesadaran hukum dari Negara maju lainnya.
Masyarakat harus mulai sadar hukum mulai dari hal yang terkecil, seperti
mentaati lampu lalu lintas dijalan raya”.

Dengan tingkat pendidikan rendah serta kurangnya kesadaran hukum
LSM merupakan tempat yang tepat menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga

dengan adanya rekomendasi ke LSM bisa mewakili masyarakat yang dirugikan
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haknya oleh Perda dan menduga Perda tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melakukan Judicial Review ke

Mahkamah Agung

kewenanga

dibawah U

tempat kedudukan tergugat.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak
Uji Materil Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) yaitu : Permohonan keberatan adalah
suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan

Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan

Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum
Indonesia, Op.Cit. Hlm 32
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Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung
untuk mendapatkan putusan. Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat

atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah

mengikat? Re ¢ ; esia (KBBI) artinya
saran yang me S oa Te Al leh DPD tidak
bisa bersifat mengika ewen j 2 -H ::'y ar adalah bentuk dari
pengawasa : i 1 n me : ) 0 pgawasan ini yang

menjadi patoka a a ' I Tahun 1945

2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Kewenangan DPD dalam
melakukan pemantauan dan evaluasi tidak bersifat mengikat sehingga dalam
pelaksanaannya dinilai kurang efektif karena DPD hanya berwenang memeriksa
perda tetapi tidak bisa memberikan keputusan terkait pembatalan Perda melainkan
memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk membatalkan

Perda tersebut. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Pemerintah Pusat
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sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi langsung bisa mengeluarkan
keputusan untuk membatalkan Perda. Kewenangan DPD yang baru ini sama

dengan kewenangan lainnya yaitu kewenangan yang sumir. Fungsi yang sumir ini

berasal dari aturar : mnenga kewenangan [ aitu UUD NRI 1945
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Peraturan

1.

_ fe)

&g
merumuska simpulan seba ‘
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dan sifat tugasnya

I

tetapi DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk menyetujui rancangan
undang-undang yang sudah dibahas Serta DPD dapat menyusun
Program Legislasi Nasional. DPD memberikan pertimbangan kepada
DPR atas Rancangan Undang-undang APBN, Pajak, Agama serta
Pendidikan dan juga DPD memberikan pertimbangan kepada DPR

pemilihan Anggota BPK yang mana pertimbangan yang diberikan oleh
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DPD sama sekali tidak memiliki daya ikat terhadap keputusan DPR.

Dalam fungsi pengawasan dapat dikatakan bahwa keberadaan DPD

bersifat utama karena memiliki kekuasaan penuh dalam melakukan

disampaikan kepada DPR karena pemantauan dan evaluasi terhadap
Perda merupakan bentuk pengawasan Represif. Rekomendasi diberikan
kepada DPRD agar meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut jika
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi serta kesusilaan untuk dilakukan revisi atau

perubahan terhadap peraturan daerah tersebut. Kemudian Rekomendasi
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diberikan kepada LSM untuk menguji Perda ke Mahkamah Agung.
Syarat untuk menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-

undang terhadap Undang-undang harus ada pemohon yang menduga

akukan Judicial

o
g
iras
A
Wﬁ
=
g

ke-5 UUD NRI 1945.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada anggota
DPD yaitu :
1. Meskipun kewenangannya terbatas DPD harus fokus dalam melakukan

pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintah agar program
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pusat dan daerah dapat berjalan secara baik dan berimbang serta

merata sehingga dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat yang

diwalikinya karena secara substansial keterwakilan rakyat itu sendiri

Daerah maka tidak ada manfaat yang dirasakan karena Pemerintah
Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat masih berwenang melakukan pengawasan preventif
karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII1/2015 dan
Nomor 56/PUU-XIV/2016 hanya menghilangkan kewenangan

pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan represif. Sebagaimana
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dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berwenang

evaluasi adalah Menteri Dalam Negeri dan Rancangan Peraturan
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